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 KERANGKA  KONSEPTUAL
Studi ini pada dasarnya adalah tentang perilaku partai di tingkat lokal, lebih khusus lagi PDI-Perjuangan. Studi ini tentang perilaku partai dalam melangsungkan proses rekrutmen politik. Studi ini akan mengacu pada teori-teori yang terkait dengan hal itu. Dalam melakukan telaah, studi ini dilakukan dengan asumsi bahwa partai politik adalah organisasi yang dirancang untuk memburu kekuasaan dalam birokrasi pemerintah. Dengan demikian, partai politik berfungsi mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. 
Penelitian ini menggunakan perspektif  governance  dalam konteks sebagai pengelolaan konflik yang muncul ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil kader di luar dalam pemilihan Bupati Sleman  2010. Perilaku   partai politik(PDIP) untuk memastikan konflik tidak berkembang menjadi tindak kekerasan dan bahkan kondusif untuk mengatasi persoalan-persoalan  rekrutmen politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dalam posisinya sebagai lembaga   basis  demokrasi, partai politik memiliki cakupan pada basis massa, organiasasi  partai politik dan  lembaga negara. untuk mengambil keputusan publik,  namun  partai politik dlam hal ini PDIP sebagai partai pendukung pemerintah terjebak dalam berbagai konflik kepentingan. 
Terkait dengan hal ini dapat digunakan pemikiran Kitschelt(1989)  bahwa logika partai ada dua jenis; logika representasi pendukung (Logic of constituency representation) dan logika kompetisi partai (Logic of party competition). Logika representasi pendukung  itu menjelaskan tingkah laku partai yang dipengaruhi oleh kepentingan pendukung utamanya.  Logika representasi pendukung  itu menjelaskan tingkah laku partai yang dipengaruhi oleh keinginan partai untuk memenangkan pemilu. Ikatan dengan pendukung menjadi penting sepanjang itu ada hubungannya dengan proses pemenangan pemilu. Penelitian mengkaji pemikiran serta implikasi bagi program Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan berupa penguatan kelembagaan dan prosesnya, serta mekanisme untuk evaluasi kiprahnya.
Untuk mempersiapkan kandidat tersebut, partai politik menciptakan mekanisme rekrutmen untuk memastikan terjaringnya kandidat yang tepat. Dengan demikian, partai politik mempunyai sistem seleksi dan persyaratan untuk menjaring orang luar menjadi kandidat. Selain itu, partai politik mengembangkan kadernya untuk dinominasikan dalam pemilihan. Dalam kerangka itu, keputusan partai akan dilacak dari dua domain secara simultan, yakni domain internal dan domain eksternal. Keduanya diasumsikan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendiktekan pilihan. Hal ini diperagakan dalam Skema 1.

       
1. Melacak Alasan Pencalonan: Analisis Internal
Analisis internal didedikasikan untuk melihat bagaimana partai membangun mekanisme kaderisasi, mekanisme promosi kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan publik. Dengan telaah ini, kita bisa menilai siap tidaknya PDI-Perjuangan untuk mempromosikan kader-kader terbaiknya untuk berkompetisi dalam menduduki jabatan kepala daerah. 
Jadi, analisis internal ini akan melacak apa yang terjadi dalam partai, khususnya dalam hal ini PDI-Perjuangan Sleman, yang berujung pada terpilihnya seseorang menjadi kandidat kepala daerah. Adapun langkah-langkah analisis yang akan dilakukan adalah: (a) memetakan standar nilai normatif dalam partai politik (b) analisis terhadap proses kaderisasi dalam partai; (c) analisis terhadap proses rekrutmen oleh partai. Tiga analisis ini akan dijabarkan sebagai berikut. 
a. Standar Nilai Normatif Dalam Partai Politik
Standar nilai normatif dalam partai politik yang mengacu semua kerja partai dalam mengambil keputusan politik yang berbasiskan pada AD/ART partai. Dalam pengertian itu, partai politik mengimplementasikannya dalam bentuk platform partai yang bertujuan mempromosikan kader partai untuk mengisi jabatan di struktur partai, legislatif dan eksekutif. Dalam rangka itu, mekanisme rekutmen politik dalam rute-rute kaderisasi menjadi tahapan penting yang konsisten disepakati dalam partai politik. 
Dalam konteks ini bagian hak normatif partai melakukan rekrutmen kader yang potensial sebagai regenerasi partai dan dapat terjadi sirkulasi elit politik. Sehingga eksistensi partai terdapat pada mekanisme prosedural demokratis di internal partai sebagai garis perjuangan partai. Pendek kata, partai politik sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan dan untuk menyebarkan luaskan ideologi dalam wujud program partai (Erawan, 2005: 2-4). 
Oleh karena itu, untuk menjalankan sebuah eksistensi partai terdapat pada mekanisme partai yang telah disepakati dalam AD/ART partai. Karenanya dari asal usul roh partai adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat (Dhakidae, 2004), sehingga dalam partai politik yang terorganisir dari kolektifivitas individu yang ada kesepakatan baik bagi partai tersebut maupun bagi konstituen yang tercermin nilai normatif AD/ART partai. 
[bookmark: _GoBack]Adapun perubahan kesepakatan partai tetap merujuk pada nilai normatif tersebut. Karena itu, bila keluar dari keputusan dalam menentukan sikap politik dalam berbagai kebijakan maka standar nilai normatif tidak lagi berbasis AD/ART partai melainkan telah mengingkari nilai tersebut. Jadi, nilai normatif suatu partai dilihat keteguhan sikap yang konsisten dalam mengambil keputusan. Singkatnya, berhasil atau tidak suatu keputusan dalam berbagai kebijakan dilihat dari proses normatif yang telah disepakati. Sebaliknya, bukan dilihat dari menang atau kalah dalam pilkada yang berbasis kompetisi. Satu sisi, solidalitas partai semakin kuat. Sisi lainnya, derajat demokratisasi partai dalam menjaga konstituennya semakin terintegritas nilai-nilai umum yakni, antara partai           dan publik. 
Pada akhirnya, baik dan buruk suatu keputusan partai politik dalam membuat kebijakan partai adalah dilihat dari nilai standar normatif tersebut. Dalam pengertian, apa yang ditulis dan dipidatokan dalam ajaran-ajaran partai itulah yang dilakukan bukan berarti mengingkarinya. Dengan begitu, nilai standar normatif menjadi cerminan perilaku politik di segala arena politik. 
Inilah tolok ukur suatu partai politik disebut pragmatis atau tidak. Konsepsi pragmatis terlihat dari perilaku partai yang menghilangkan peran ideologi partai untuk mewujudkan cita-cita partai dalam berbagai program. Langkah-langkah partai tidak lagi menjadi standing point—landasan pijakan partai pada ideologi tetapi mempertimbangkan suatu keputusan dalam logika untung rugi. Partai bukan organisasi privasi bisnis. Inilah membedakan partai sebuah organisasi politik daripada organisasi lain (Ismawan, 2004, 15). 
 Untuk memperlihatkan lebih detail suatu partai dikatakan normatif terdapat ciri-ciri pengertian yang menggambarkan watak partai yang membedakan dengan organisasi lain dan dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai nilai standar normatif partai bila tidak dapat menjalankannya maka ia disebut pragmatisme politik yakni hilangnya peran ideologi partai dan tidak adanya kedaulatan kader dalam berbagai kebijakan partai. 
(1) Pengertian Partai Politik 
	Banyak ilmuwan mengatakan bahwa partai politik sebagai pilar dari kehidupan politik yang demokratis. Keberadaannya menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar kehidupan yang demokratis (Ismawan, 2004: 16). Dalam pemilu, partai menjadi jembatan yang menghubungkan pemegang kedaulatan dengan pelaksanaan kewenangan politik. Dari sini pemahaman kedalam dikotomi partai yang dibentuk para elit beroperasi secara top-down untuk memobilisasi massa bagi legitimasi kekuasaan. Dan bottom-up dengan fungsi utamanya adalah menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke sistem politik. Dalam pengertian itu, dapat dikatakan partai bentukan elit disebut sebagai partai elit (elite party), sementara partai bentukan masyarakat disebut partai massa           (mass party). 
	Ciri-ciri partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, anggota-anggotanya mempunyai orientasi dan nilai-nilai yang sama. Tujuannya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam rangka merebut kekuasaan politik dan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program yang terencana dan tersistematis yang telah disepakati. 
Berdasarkan pengertian itu, maka partai politik dapat dibedakan dengan organisasi kelompok kepentingan (interest group). Tampak perbedaan dalam kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik bertujuan untuk menguasai jabatan publik. Namun, keduanya terdapat kesamaan yakni bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2001: 160-161).
(2). Fungsi-Fungsi Partai Politik 
	Dari uraian di atas dikatakan bahwa partai politik adalah komponen penting dari suatu sistem atau struktur politik. Pada umumnya terdapat minimal lima fungsi partai politik; (1) sosialisasi merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di masyarakat, (2) rekrutmen politik sebagai sarana merekrut orang menjadi anggota kader partai dan sebagai proses penyeleksian masyarakat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui pemilu, (3) komunikasi politik merupakan fungsi informasi, isu, dan gagasan politik dengan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui struktur yang ada dalam sistem politik, (4) artikulasi kepentingan merupakan fungsi membuat dan melaksanakan tuntutan-tuntutan kepada masyarakat, (5) pembuat kebijakan fungsi ini dijalankan bila partai menjadi pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di parlemen. Bila ia berada di luar pemerintah maka menjadi partai oposisi yang memberikan alternatif-alternatif kebijakan. 
b. Proses Kaderisasi dalam Partai
Secara normatif, kaderisasi adalah proses bahwa rekrutmen dalam partai politik, akan menghasilkan orang-orang baru yang kompeten dan menjamin sirkulasi elit partai. Sesuai peran partai politik untuk berkiprah dalam politik dan pemerintahan, pada tahap selanjutnya kader-kader akan diarahkan untuk menjadi kandidat guna mengisi jabatan publik. 
Sumber kader diperoleh melalui beberapa cara. Pertama, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untuk menjaring calon kader maupun ormas sebagai onderbow partai, terutama dari generasi muda yang potensial. Kedua, dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat yang seidelogi dengan partai (Hamid, 2008: 14). 
Secara teoritis, partai politik mencalonkan non-kader sebagai kandidat jabatan publik adalah menunjukkan macetnya proses kaderisasi ini, terutama di tingkat lokal. Ada beberapa sebab macetnya kaderisasi ini. Pertama, kurangnya kuantitas dan kualitas kader yang masuk ke dalam partai. Kedua, kader-kader yang masuk ke partai tidak mempunyai kapabilitas sebagai politisi. Mereka masuk ke partai cenderung sebagai simpatisan, tanpa latarbelakang yang memadai untuk berkiprah dalam politik maupun pemerintahan. Ketiga, mekanisme penjenjangan kaderisasi yang berlangsung dalam partai cenderung tidak transparan. Disinyalir, penempatan person pada pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasar kapabilitas dan keahlian, namun pada kedekatan dengan elit maupun kemampuan untuk menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan namun minim dana, tidak bisa meniti jenjang karir secara mulus. 
Beberapa sebab di atas membuat partai-partai pemenang pemilu mengalami krisis ketersediaan kader handal. Dan ketika dihadapkan pada momentum pilkada, mau tidak mau partai harus bersikap pragmatis dengan mengambil kandidat yang berasal dari luar partai. Alasannya, aktor tersebut mempunyai elektabilitas tinggi, ataupun kemampuan dana yang memadai.

c. Pragmatisme dalam Rekrutmen Kepala Daerah
Pragmatisme adalah suatu paham/aliran dalam pandangan politik yang berguna bagi umum dan bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemantapan); mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Ciri-cirinya adalah: (1) mengutamakan kepentingan jangka pendek atau memperhatikan masalah-masalah sekarang, dengan atau tanpa perspektif jangka panjang (2) berusaha memecahkan masalah atau memajukan masyarakat melalui usaha yang konkret dan praktis, tidak abstrak; (3) bersikap netral, positif, atau optimistik terhadap keadaan dan kemungkinan perbaikan masyarakat yang ada (kbbi.online, diunduh, tanggal 20 Januari 2011). 
Adapun rekrutmen kandidat adalah proses ketika sebuah partai memutuskan orang manakah yang memenuhi syarat untuk memegang jabatan publik, sebagai calon yang direkomendasikan dan didukung. Pemilihan kandidat ini terjadi sepenuhnya dalam partai politik (Ranney, 1981: 75). Dalam konteks pilkada, rekrutmen merupakan proses seleksi kandidat yang tersedia dari internal dan eksternal partai. Bila suatu partai melakukan seleksi internal dengan menggunakan sistem eksklusif maka semua kader partai dapat terlibat dan menjamin terpilihnya kandidat tersebut. Sementara itu, sistem inklusif melibatkan orang luar untuk ikut serta dalam proses seleksi kandidat.
	Dengan demikian, baik seleksi internal maupun eksternal adalah berdasarkan standar normatif kandidasi untuk mengisi jabatan kepala daerah (AD/ART partai). Ketika kandidat terekrut dari nilai rasional yang berbeda dengan common values, maka menjadi tindakan pragmatisme karena tidak dikawal dengan idealisme sejak awal. Penelitian ini menggunakan istilah pragmatisme politik dengan makna suatu bentuk rasional yang normatif dalam kultur politik masyarakat. Disebut pragmatisme ketika ia merujuk pada common orientation yang berlandaskan pada nilai-nilai normatif yang terdapat pada masyarakat. 
2. Budaya Pragmatisme dalam Masyarakat: Analisis Eksternal
Analisis eksternal dilakukan untuk melihat situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penentuan keputusan, tepatnya dalam penentuan calon. Analisis akan memotret kultur dan perilaku politik masyarakat, yang kemudian mengejawantah sebagai aspirasi masyarakat. Kultur masyarakat ini adalah hal yang penting, sebagai kancah bagi partai-partai politik untuk mendekati konstituennya, sekaligus memobilisasi suara untuk kemenangan. Adapun langkah-langkah analisis yang akan dilakukan adalah: (1) menganalisis akar pragmatisme dalam masyarakat; (2) mengurai sistem seleksi dan kompetisi untuk jabatan bupati; dan (3) faktor-faktor apa saja yang penting dalam keputusan calon bupati dan wakil bupati. 
Argumentasi dari analisis di atas akan mengindentifikasi ciri-ciri pragmatis dalam pencalonan kandidat untuk mengisi jabatan kepala daerah. Analisis akan dimulai dari akar pragmatisme yang ada dalam budaya politik masyarakat, yang mencerminkan perilaku politik yang berbasis pragmatis. Untuk menampakkan itu, secara teoritis akan digambarkan apa saja watak pragmatis masyarakat dan bagaimana tindakan pragmatis itu dalam mencakupi perpolitikan, berikut ini pembahasannya. 
a. Akar Pragmatisme dalam Masyarakat
Pragmatisme adalah paham yang menyatakan bahwa sebuah ideologi atau dalil bisa dikatakan benar hanya jika ia bekerja secara memuaskan, yakni jika makna sebuah dalil bisa ditemukan dalam ranah praksis, dan oleh karenanya gagasan yang tidak praksis berarti harus ditolak. Dalam kaitan ini sangat baik sekali diutarakan William James (1907), ”Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking”, pragmatisme merupakan suatu aliran baru untuk cara berpikir lama. Untuk itu, kebenaran sebuah gagasan harus diuji untuk membuktikan validitasnya. Pragmatisme mempunyai premis dasar bahwa kemampuan manusia untuk berteori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari praktik yang cerdas. Teori dan praktik adalah tak terpisahkan, sehingga meminjam istilah John Dewey (1950) tidak ada dualisme antara teori dan praktik, yang ada adalah praktik yang cerdas vs praktik yang bodoh. 
Akar pragmatisme dalam masyarakat bisa dilacak dari kultur politik, yang mencerminkan perilaku politik masyarakat. Pragmatisme muncul dalam masyarakat plural, yakni keanekaragaman yang jamak terjadi di Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika. Masyarakat mempunyai kearifan untuk menjembatani dan menoleransi perbedaan yang ada, demi mencapai tujuan bersama. Dalam masyarakat yang plural inilah pragmatisme tumbuh berkembang, sebab dalam masyarakat seperti ini, idealisme yang kolot atau terjerumus dalam perdebatan hanya akan menghambat tercapainya komitmen dan kepentingan umum. Semangat pragmatisme adalah bahwa kebenaran itu relatif, sesuai dengan konteks waktu, tempat, budaya, dan seterusnya. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa tingkah laku politik merupakan pencerminan dari budaya politik suatu masyarakat yang penuh dengan aneka bentuk karakter dan aneka bentuk kelompok dengan berbagai tingkah lakunya. Perilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi pada pola umum (common orientation) yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang seringkali disebut peradaban politik. Dengan demikian, perilaku politik tumbuh atas kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung atau ideologi dalam suatu negara (Almond, 1995: 56).
Indikator pragmatisme tersedia pada menyebarluasnya semangat modernisme yang ditopang oleh arus globalisasi, menjadikan masyarakat lebih bergantung pada cara-cara praktis dan konkret untuk memecahkan masalah atau memajukan diri. Semangat seperti ini khususnya mengemuka di kalangan generasi muda, yang cenderung “cair” nir-ideologi, dan lebih mementingkan hasil dibanding proses. Sikap pragmatis bukan menjadi sesuatu yang tabu, sebab bukan semata menghalalkan segala cara guna mencapai hasil secepat-cepatnya, melainkan lebih sebagai piawai dalam pelaksanaan, bukan melulu berkubang dalam konsep. 
Pragmatisme di masyarakat, beroperasi melalui apa yang disebut Dewey sebagai method of intelligence. Metode ini sebangun dengan metode ilmiah, dimana pemecahan masalah diusahakan melalui pengalaman dan tindakan “rasional”. Aspek rasional ini meniscayakan adanya komponen-komponen yang terukur dan teruji. Dengan demikian, kebenaran tidak bisa dianggap mutlak, akan tetapi tergantung pada ruang, waktu, dan budaya—dan alat penguji kebenaran ini adalah pengalaman yang berlangsung berulang-ulang di masyarakat (James, 1910, Encyclopedia, 1995: 1043). 
Adapun pendekatan pragmatisme politik adalah “dorongan yang kuat menuju hasil yang baik.” Seorang pragmatis tidak akan peduli kubu politik mana yang menang, dan hanya peduli pada seberapa baik kebijakan telah berjalan. Pragmatisme politik adalah ciri khas kultur politik dalam masyarakat plural yang berprinsip ‘yang penting sesuatu/program berfungsi, tak peduli caranya.’ Singkat kata, pragmatisme adalah penolakan terhadap teori dan ideologi, dan lebih memilih fakta dan realitas yang telah teruji. Dengan demikian, kriteria pragmatis sebagai bahan evaluasi perubahan dan kebijakan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbasis pada standar nilai-nilai normatif.
b. Sistem Seleksi dan Kompetisi Kandidat 
Sistem seleksi dan kompetisi untuk jabatan bupati dan wakil bupati merupakan suatu mekanisme partai dalam menentukan kandidat partai yang berbasis elektoral. Dalam rangka ini, rekrutmen (pencalonan) politik adalah sebagai sarana merekrut dan menyeleksi masyarakat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui pemilu. 
Pada umumnya, terdapat dua pola sistem seleksi kandidat. Pertama, inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (eligible). Jadi, tidak ada keharusan menjadi anggota partai tersebut, ataupun kesamaan ideologi. Kedua, pola eksklusif (tertutup), terdapat sejumlah syarat yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Misalnya, ada syarat khusus bagi kandidat yang ikut diseleksi. Sebagai contoh, kader yang dapat diseleksi harus memenuhi syarat yakni selama 3 tahun berturut-turut menjadi anggota partai dan mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai. Singkat kata, semakin inklusif proses seleksi kandidat, maka semakin demokratis. Sebaliknya, semakin eksklusif seleksi kandidat semakin tidak demokratis seleksi itu—tidak transparan dan hanya internal elit saja sebagai penyeleksi ataupun penentuan kandidat (Rahat dan Hazan, 2006: 110). 
	Terkait perekrutan kandidat secara inklusif (terbuka), meski syarat dari internal partai cukup ringan, namun ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota luar menjadi kandidat. Sebagaimana menurut Rahat dan Hazan: Pertama, syarat keterjaminan terpilihnya kandidat tersebut (tingkat elektabilitas). Dalam kerangka politik lokal, proses seleksi kandidat terletak pada rekam jejak seorang figur. Rekam jejak dan popularitas ini sangat menentukan dapat diterimanya seseorang oleh masyarakat. Prestasi seorang Bupati misalnya, ditimbang melalui neraca rasionalitas, untuk menentukan apakah bisa dianggap telah mencapai hasil yang dijanjikan atau tidak. Oleh karena itulah, dalam kultur pragmatis, elektabilitas incumbent akan sangat tinggi. Elektabilitas ini akan mujarab dan menjangkau lintas-kelompok, etnis, agama, dan seterusnya, karena hal-hal yang bersifat konsep dan ideologis telah diabaikan melalui kompromi         dan toleransi. 
Kedua, faktor biaya. Pertimbangan penentu dalam perekrutan kandidat orang luar adalah dari segi biaya. Hal ini karena keikutsertaan dalam pilkada membutuhkan banyak biaya. Kebutuhan dana yang inheren dalam pilkada. Dana sebagai alat peraga dalam kampanye (kaos, poster, rontek, spanduk, baliho, iklan di media massa). Faktor uang menjadi penting bila kandidat ingin dapat dukungan dari sebuah partai harus memberi sejumlah uang, dengan berbagai istilah seperti sumbangan, pembinaan, dan sebagainya. Situasi ini akan muncul terutama sekali jika kandidat yang dimunculkan partai berasal dari luar partai. Namun, hal ini juga bisa terjadi kemungkinan dari kader partai yang harus menyetor sejumlah uang   ke partai (Pamungkas, 2010: 3). 
Dari dua faktor penentu di atas, partai tetap memperhitungkan kemampuan finansial kandidat. Akan tetapi, keputusan terekrutnya seorang kandidat pertama-tama terletak pada tingkat elektabilitas kandidat, sedangkan pertimbangan berikutnya adalah faktor finansial. Logikanya, bukan kemampuan finansial menjadi penentu, tetapi kalkulasi kemenangan. Dalam pilkada, biaya politik yang berupa uang memang penting, tetapi kepastian menang adalah lebih penting. Dengan demikian, pengorbanan atas biaya yang dikeluarkan menjadi pertimbangan rasional partai untuk merekrut orang yang potensial. Di satu sisi, partai bersedia menanggung biaya pemenangan, sisi lainnya adalah kesepakatan antara partai dan kandidat yang terekrut.
c. Faktor-Faktor Penting dalam Pemenangan Kompetisi 
Pemilu kepala daerah yang berbasis kompetisi merupakan momentum tepat bagi partai manapun untuk memenangkan kandidatnya. Atas persoalan ini menjadi faktor penting dalam keputusan penentuan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai kandidat yang potensial bagi partai. Pertama, dari segi penguasaan birokrasi yang berarti dapat melibatkan birokrasi secara langsung maupun terselubung untuk mendukung pemenangan. Kedua, dalam segi penentuan kebijakan dalam aspek kepentingan umum dalam menciptakan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. 
Kedua hal di atas sangat menentukan dalam pemenangan pilkada, terutama dalam konteks politik lokal/daerah. Dengan demikian, birokrasi menjadi sarana yang ampuh untuk berbagai kepentingan pemenangan pilkada. Selain itu, kesuksesan pembangunan riil yang bisa dilihat oleh masyarakat, merupakan nilai tambah yang bisa dimanfaatkan oleh kandidat tertentu demi kemenangannya. 

3. Pragmatisme Yang Bekerja Simultan Dalam Analisis Internal Dan Eksternal
Dari uraian tentang analisis internal dan eksternal di atas, bisa ditegaskan beberapa hal terkait seleksi kandidat dalam pilkada Sleman 2010. Secara teoritis, dalam budaya pragmatis masyarakat seperti di atas, pragmatisme politik tidaklah menjadi persoalan. Hal ini karena sikap normatif telah kalah oleh pertimbangan jangka pendek, sehingga masyarakat menilai prestasi adalah dari hasil, tanpa melihat cara atau proses. Nilai-nilai atau ideologi telah luntur oleh proses kompromi dan aspek kepraktisan. Pragmatisme masyarakat menjadikan publik tak mau ambil pusing dari mana sumber dana untuk suatu hasil tersebut            (Pamungkas, 2010: 4). 
Dampaknya, politik uang pun berjalan wajar, alami, dan tumbuh subur. Uang telah dirasionalisasi sebagai suatu keharusan dalam bergeraknya mesin politik di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika akan dijumpai dominannya peran uang dalam proses politik lokal. Pertama, dalam hal kaderisasi di internal partai. Kedua, orang luar dalam proses seleksi kandidasi untuk mengisi jabatan kepala daerah yang berbasis persaingan. Keduanya, adalah alur pragmatisme telah menjadi sebuah siklus yang utuh: bersumber dari masyarakat yang plural dan pragmatis, lalu dikapitalisasi oleh partai politik menjadi faktor pemenangan pemilu menuju kekuasaan, dan diterima kembali oleh masyarakat melalui politik transaksional, yakni diperolehnya pemimpin yang kompatibel dengan keinginan masyarakat. 
Pragmatisme politik memperoleh justifikasi dalam masyarakat yang sudah berwatak pragmatis, dalam rangka merayakan pluralisme dan kebutuhan akan komitmen bersama. Meminjam konsep pragmatisme William James (1907, (ed) Patrick Baert and Bryan Turner, 2007) inilah bentuk pragmatisme yang mendesakkan cara kerja get things done, yakni masyarakat merindukan kepemimpinan yang tidak hanya piawai dalam tataran konsep, tetapi juga piawai dalam pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan ini, kultur masyarakat sudah terbiasa dengan kompromi, sebagai bagian yang integral dari toleransi. (www.politicaljurnal.jstor.pdf. Diunduh tanggal, 27, Januari 2011). 
Persoalan di atas, menunjukkan bagaimana kita membaca praktik politisi di partai politik yang menjadikan pragmatisme sebagai sekadar strategi memenangi kontestasi di pilkada? Pragmatisme politik bukan lagi bertujuan      get things done, melainkan berbentuk ”kapitalisasi” politik, yaitu pengorganisasian segala sumber daya untuk pemenangan pemilu dan imbal baliknya. Cirinya antara lain adanya koalisi pragmatis, subordinasi kader atas nama popularitas, serta bagi-bagi dana anggaran di birokrasi, legislatif, dan masyarakat. Inilah arus besar pragmatisme politik dalam meraih kemenangan. 
Jika demikian, partai politik gagal dalam perannya sebagai jembatan antara massa dan pemerintah. Antara harapan dan kebijakan. Ciri-ciri dari kegagalan ini adalah, partai tidak mampu mengaktifkan mesin politiknya dan mengkapitalisasi kader internal partai menjadi sebuah sumberdaya keuangan maupun elektabilitas/popularitas. 
Pada akhirnya, partai kesulitan menjalankan siklus kaderisasi, sehingga tidak mempunyai kader handal yang pantas ditampilkan. Partai merasa lebih praktis dan taktis dengan menunggangi pragmatisme masyarakat yang permisif, sehingga melembagakan demokrasi transaksional. Pragmatisme tampil dalam bentuk usaha partai politik mencari figur populer yang paling prospektif untuk pemenangan pemilu. Jika figur prospektif tersebut diusung partai lain, maka terjadilah koalisi pragmatis. Pada titik ini, jarak ideologi antara partai tidak masalah tetapi lebih daripada itu kalkulasi kemenangan kandidat. Selain itu, untuk memenuhi syarat administrasi dalam pilkada. Adapun kader partai yang tidak populer pun harus tersingkir dengan bahasa lain harus mengalah. Selanjutnya, uang menjadi pelicin untuk mengegolkan kandidasi, menjalankan mesin partai, dan merebut simpati masyarakat.
	Studi ini membatasi kajian pada perilaku politik PDI-Perjuangan dalam proses seleksi kandidat. Kajian teoritis menggunakan analisa pragmatisme. Konsepsi ini akan melihat proses seleksi kandidat yang menjadi keputusan PDI-Perjuangan. Dengan begitu, apakah keputusan terekrutnya kandidat berbasiskan kerja partai yang mencerminkan normatif AD/ART partai atau tidak? Jika tidak, maka ia disebut pragmatis—mengutamakan praktisnya saja dengan jangka pendek (instan) tanpa memperhatikan efek jangka panjang. Hal ini dapat berakibat negatif terhadap partai tersebut. Sesungguhnya, pragmatisme politik dapat bermakna positif jika mempertimbangkan nilai-nilai normatif yang terdapat pada normatif masyarakat. Logikanya, sesuatu yang berlaku secara umum itulah konsep common values. Namun, ketika ia keluar dari rasional umum ini, maka disebut pragmatis.

A.


GOVERNANCE 


dalam penelitian ini


 


B


 


1


TOPIK: PARTAI POLITIK


 


 


2.


JUDUL PENELITIAN:


 


 


MEMAHAMI KEPUTUSAN ANEH:


 


MENANG DALAM PEMILU LEGISLATIF  TETAPI TIDAK MENCALONKAN


 


KADERNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH


 


 


 


 


MEMAHAMI KEPUTUSAN ANEH:


 


MENANG DALAM PEMILU


 


LEGISLATIF 


 


TETAPI TIDAK MENCALONKAN


 


 


KADERNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH


 


 


  


 


 


KERANGKA  KO


NSEPTUAL


 


Studi ini pada dasarnya adalah tentang perilaku partai di tingkat lokal, lebih khusus 


lagi PDI


-


P


erjuangan


. Studi ini tentang perilaku partai dalam melangsungkan proses 


rekrutmen politik. Studi ini akan mengacu pada teori


-


teori yang terkait dengan hal itu. Dalam 


melakukan telaah, studi ini dilakukan dengan asumsi bahwa partai politik adalah organisasi 


yang dir


ancang untuk memburu kekuasaan dalam birokrasi pemerintah. Dengan demikian, 


partai politik berfungsi mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan


-


jabatan 


politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. 


 


Penelitian


 


ini menggunakan perspektif 


 


g


overnance 


 


dalam konteks sebagai 


pengelolaan konflik


 


yang muncul ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)


 


mengambil kader di luar


 


dal


am pemilihan Bupati Sleman  2010. P


erilaku   partai 


politik(PD


IP


)


 


untuk m


emastikan konflik tidak berkembang menjadi tindak kekera


san dan 


bahkan kondusif untuk m


en


gatasi persoalan


-


persoalan 


 


rekrutmen politik pada


 


Partai 


Demokrasi Indonesia Perjuangan


.


 


Da


lam posisinya sebagai lembaga   basis  demokrasi, partai politik memiliki cakupan 


pada basis massa, 


organiasasi  par


tai politik dan  lembaga negara.


 


untuk mengambil 


keputusan publik, 


 


namun  partai politik dlam hal ini PDIP sebagai partai pendukung 


pemerintah terjebak dalam berbagai konflik 


kepenting


an.


 


 


Terkait dengan hal


 


ini dapat digunakan pemikiran 


Kitschelt


(1989)


 


 


bahwa lo


gika 


partai ada dua jenis; 


logika representasi pendukung (


Logic of constituency representation)


 


dan logika kompetisi partai (


Logic of party competition)


. 


Logika representasi pendukung  itu 


menjelaskan tingkah laku partai yang dipengaruhi oleh kepentingan pendukung utamanya. 


 




A. GOVERNANCE  dalam penelitian ini   B   1 TOPIK: PARTAI POLITIK     2. JUDUL PENELITIAN:     MEMAHAMI KEPUTUSAN ANEH:   MENANG DALAM PEMILU LEGISLATIF  TETAPI TIDAK MENCALONKAN   KADERNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH         MEMAHAMI KEPUTUSAN ANEH:   MENANG DALAM PEMILU   LEGISLATIF    TETAPI TIDAK MENCALONKAN     KADERNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH            KERANGKA  KO NSEPTUAL   Studi ini pada dasarnya adalah tentang perilaku partai di tingkat lokal, lebih khusus  lagi PDI - P erjuangan . Studi ini tentang perilaku partai dalam melangsungkan proses  rekrutmen politik. Studi ini akan mengacu pada teori - teori yang terkait dengan hal itu. Dalam  melakukan telaah, studi ini dilakukan dengan asumsi bahwa partai politik adalah organisasi  yang dir ancang untuk memburu kekuasaan dalam birokrasi pemerintah. Dengan demikian,  partai politik berfungsi mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan - jabatan  politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.    Penelitian   ini menggunakan perspektif    g overnance    dalam konteks sebagai  pengelolaan konflik   yang muncul ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)   mengambil kader di luar   dal am pemilihan Bupati Sleman  2010. P erilaku   partai  politik(PD IP )   untuk m emastikan konflik tidak berkembang menjadi tindak kekera san dan  bahkan kondusif untuk m en gatasi persoalan - persoalan    rekrutmen politik pada   Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan .   Da lam posisinya sebagai lembaga   basis  demokrasi, partai politik memiliki cakupan  pada basis massa,  organiasasi  par tai politik dan  lembaga negara.   untuk mengambil  keputusan publik,    namun  partai politik dlam hal ini PDIP sebagai partai pendukung  pemerintah terjebak dalam berbagai konflik  kepenting an.     Terkait dengan hal   ini dapat digunakan pemikiran  Kitschelt (1989)     bahwa lo gika  partai ada dua jenis;  logika representasi pendukung ( Logic of constituency representation)   dan logika kompetisi partai ( Logic of party competition) .  Logika representasi pendukung  itu  menjelaskan tingkah laku partai yang dipengaruhi oleh kepentingan pendukung utamanya.   

